SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA USAHA DAERAH INDUSTRI

Menimbang

Mengingat

PERDAGANGAN DAN KOPERASI (BPUD INDAK)

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa sentral kulakan koperasi (SENKUKO) dan
Warung Kayu tidak efektif lagi sehingga perlu
diberhentikan operasionalnya;

bahwa Badan Pengelola Usaha Daerah Industri
Perdagangan dan Koperasi (BPUD INDAK) tidak lagi
memberikan kontribusi positif untuk membantu dan
mendorong pengembangan usaha industri,
perdagangan dan koperasi;

bahwa dengan tidak operasionalnya sentral kulakan
koperasi (SENKUKO) dan Warung Kayu dan perlu
adanya penyelamatan aset serta  kepastian
hukumnya perlu membubarkan Badan Pengelola
Usaha Daerah Industri Perdagangan dan Koperasi
(BPUD INDAK) Kabupaten Rembang;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembubaran Badan
Pengelola Usaha Daerah Industri Perdagangan dan
Koperasi (BPUD INDAK) Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati
Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

13. Keputusan Bupati Rembang Nomor 565 Tahun 2004
tentang Pembentukan Badan Pengelola Usaha
Daerah Industri Perdagangan dan Koperasi (BPUD
INDAK) Kabupaten Rembang;

14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 518 Tahun 2009
tentang Pembentukan Panitia Pembubaran Badan
Pengelola Usaha Daerah Industri Perdagangan dan
Koperasi (BPUD INDAK) Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA USAHA DAERAH
INDUSTRI PERDAGANGAN DAN KOPERASI (BPUD
INDAK) KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini Badan Pengelola Usaha Daerah
Industri Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya
disebut BPUD INDAK yaitu lembaga yang mengelola unit
usaha SENKUKO dan WARUNG KAYU yang didirikan
berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 565
Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengelola
Usaha Daerah Industri Perdagangan dan Koperasi (BPUD
INDAK) Kabupaten Rembang dibubarkan.

Pasal 2

(1) Untuk menindaklanjuti pembubaran BPUD INDAK,
Bupati membentuk Tim Tindaklanjut Pembubaran
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Tindaklanjut Pembubaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. melakukan inventarisasi aset dan dokumen yang
dikuasai BPUD INDAK;

b. melakukan inventarisasi dan verifikasi
kewajiban BPUD INDAK kepada pihak lain;

C menyelesaikan seluruh kewajiban BPUD INDAK;

d. Menyerahkan seluruh aset dan dokumen serta
kewajiban BPUD INDAK kepada Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.



(3) Tim Tindaklanjut Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan :

a. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Rembang;

b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Rembang;

c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang; dan

d. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang.

(4) Tim Tindaklanjut Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh tim teknis.
Pasal 3

(1) Inventarisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
meliputi inventarisasi administrasi dan fisik.

(2) Jika aset secara fisik ada baik tercatat atau tidak tercatat maka diakui
sebagai barang milik daerah.

(3) Tim Tindaklanjut Pembubaran menyerahkan aset sebagaimaan dimaksud
pada ayat (2) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Rembang

Nomor 565 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengelola Usaha Daerah

Industri Perdagangan dan Koperasi (BPUD INDAK) Kabupaten Rembang

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Nopember 2017

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 42






